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Dalam konteks pembangunan dan penggunaan lahan di Indonesia,
keberadaan tanah gendom memiliki peranan penting dalam kehidupan
masyarakat adat. Tanah gendom adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak
gendomnya dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Kasus pembangunan ruko
di Dusun Baudendo merupakan salah satu contoh nyata dari permasalahan
tersebut. Pembangunan ruko ini telah memicu konflik yang berkepanjangan
antara pengembang dengan masyarakat setempat, yang didasari oleh
ketidaksepakatan mengenai status kepemilikan tanah dan prosedur pembangunan
yang tidak transparan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan
mendirikan bangunan ruko di atas tanah gendom di Dusun Baudendo? Bagaimana
analisa yuridis hak mendirikan bangunan diatas tanah gendom menurut Undang-
undang Pokok Agraria di Dusun Baudendo? Bagaimana analisa hak mendirikan
bangunan diatas tanah gendom menurut Hukum Islam di Dusun Baudendo?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum
menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan
fenomena yang terjadi secara rinci berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.
Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terkait dengan hak mendirikan
bangunan rumah kantor (ruko) di atas tanah gendom di Dusun Baudendo.

Adapun hasil penelitian adalah: 1) Pembangunan rumah kantor (ruko) di
atas tanah gendom di Dusun Baudendo menunjukkan adanya berbagai
permasalahan yang melibatkan aspek hukum, administrasi, dan sosial. Tanah
gendom yang sebelumnya dikelola untuk kepentingan umum oleh KUD Prasojo,
kini dipermasalahkan setelah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa melalui
prosedur perizinan yang sah. Hal ini telah menimbulkan ketidaksetujuan di
kalangan masyarakat sekitar, yang menginginkan tanah tersebut digunakan untuk
fasilitas umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga. 2) Permasalahan
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yang muncul terkait dengan pembangunan ruko di atas tanah gendom di Dusun
Baudendo mencerminkan kompleksitas dari berbagai aspek hukum, sosial, dan
administratif. Tanah gendom yang sejatinya merupakan tanah negara harus
dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip
dasar dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 2 ayat (3)
yang menekankan bahwa tanah harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
3) Pembangunan rumah kantor (ruko) di atas tanah gendom di Dusun Baudendo
memiliki implikasi yang signifikan dalam perspektif hukum Islam. Tanah,
menurut ajaran Islam, bukanlah hak milik mutlak individu, melainkan amanah
dari Allah SWT yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
Oleh karena itu, setiap tindakan yang melibatkan tanah harus mempertimbangkan
dampaknya terhadap masyarakat luas dan tidak hanya berfokus pada keuntungan
pribadi.
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In the context of development and land use in Indonesia, the existence of
gendom land plays an important role in the lives of indigenous peoples. Gendom
land is a plot of land on which there are gendom rights from a particular indigenous
law community. The case of the construction of shophouses in Baudendo Hamlet is
a real example of this problem. The construction of these shophouses has triggered
a prolonged conflict between the developer and the local community, based on
disagreements regarding land ownership status and non-transparent construction
procedures.

The formulation of the problem in this study is: How is the implementation
of building shophouses on gendom land in Baudendo Hamlet? How is the legal
analysis of the right to build buildings on gendom land according to the Basic
Agrarian Law in Baudendo Hamlet? How is the analysis of the right to build
buildings on gendom land according to Islamic Law in Baudendo Hamlet?

The research method used is a legal research method using a descriptive
qualitative method, which aims to describe the phenomena that occur in detail based
on facts found in the field. This study focuses on the legal analysis related to the
right to build office buildings (shophouses) on gendom land in Baudendo Hamlet.

The results of the study are: 1) The construction of office houses
(shophouses) on gendom land in Baudendo Hamlet shows various problems
involving legal, administrative, and social aspects. Gendom land that was
previously managed for public interest by KUD Prasojo, is now being questioned
after being used for private interests without going through the proper licensing
procedures. This has caused disagreement among the surrounding community, who
want the land to be used for public facilities that can improve the welfare of
residents. 2) The problems that have arisen related to the construction of shophouses
on gendom land in Baudendo Hamlet reflect the complexity of various legal, social,
and administrative aspects. Gendom land, which is actually state land, must be
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managed and utilized for the benefit of the community, in accordance with the basic
principles of the Basic Agrarian Law (UUPA), especially Article 2 paragraph (3)
which emphasizes that land must be used for the prosperity of the people. 3) The
construction of office houses (shophouses) on gendom land in Baudendo Hamlet
has significant implications from an Islamic legal perspective. Land, according to
Islamic teachings, is not an individual's absolute property, but rather a mandate from
Allah SWT that must be managed and utilized for the benefit of the people.
Therefore, every action involving land must consider its impact on the wider
community and not only focus on personal gain.
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